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BAB III  

PENUTUP  

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun 

penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab 

terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap 

permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :  

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim menggunakan 

ketentuan, antara lain : 

1) Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah 

Agung.  

2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

terutama pada Pasal 127 Jo pasal 103,  

3) hakim juga melihat adanya fakta lain sebagai dasar 

pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap 

pecandu narkotika yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen 

terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi 

seseorang.  
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B. Saran  

Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi 

terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta,  harus lebih 

mempertimbangkan pihak-pihak yang ahli dibidang penanganan pecandu 

narkotika serta adanya pernyataan tertulis/surat keterangan dokter 

Jiwa/Psikiater selain itu hakim juga harus mempertimbangkan latar 

belakang pecandu dalam menyalahgunakan narkotika. Sehingga terhadap 

setiap putusan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah 

Istimewa Yogyakarta bersifat adil, proporsional, serta obyektif.  
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